PENGGUNAAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ &9 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA TIDAK TERDUGA KEPADA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Menimbang

o]

CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

a bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/13.437/1X/ 2020,
tanggal 9 September 2020, perthal : Permohonan
penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka
mencegah dan mengendabkan penyebara Corona Virus

Disease 2019, perlu memberikan belanja tidak terduga;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Kcuangan  Daerah
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menter Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa salah
satu dasar pengeluaran belanja tidak terduga adalah
untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan

bencana alam dan/atau bencana sosial;

Pengendahan Corona Virus Disease 2015
Tahun 2020;
¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurul ¢, perlu

menetapkan Keputusan Bupats,

bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Penggunaan  Belanja Tidak Terduga kepada Dinas
Keschatan Kabupaten Sukoharjo untuk Pencegahan Dan



Mengingat

2

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propins: Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara {L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pcraturan Pemecrintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);



Menetapkan .

KESATU
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KEEMPAT
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indoresia Tahun 2011 Nomor 310};

11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease
2019 (COVID-19);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019
(COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo untuk Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 Tahun 2020;

Memberikan Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo untuk Pencegahan Dan Pengendalian
Corona  Virus Disease 2019 Tahun 2020 sebesar
Rp6 038.542 453,00 (enam miliar tiga puluh delapan juta hma
ratus empal puluh dua rbu empat ratus lima puluh tiga
rupiah).

Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan
matcrial atas dana yang diterimanya

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan i dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.



KELIMA . Keputusan Bupati in1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal g MNMovemBer 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan i dikirim kepada
¥th. i

1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukohario;

3 Inspektur  Kabupaten Sukoharjo  di
Sukohar)o;

4  Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Sukoharjo d1 Sukoharjo;

5. Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6 Kepala Dinas Keschatan  Kabupaten
Sukoharjo di Sukcoharjo;

/ Kepala Bidang Perbendaharaan pada
Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

8. Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

G, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.




